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PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang
mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama, sehingga untuk
mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat diperlukan
pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat
sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat;

bahwa guna menyelenggarakan perlindungan penyandang cacat diperlukan
sarana, prasarana dan upaya Yyang lebih memadai, terpadu dan
berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5029);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan
Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
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Pemerintah Daerah Kabupaten/kota adalah Bupati dan Walikota serta
Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah di
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan
hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri
dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang
cacat fisik dan mental.

Derajat Kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang
disandang seseorang.

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada
penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala
aspek kehidupan dan penghidupan.

Kemandirian Penyandang Cacat adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan
penyandang cacat kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek
kehidupan dan penghidupannya.

Perlindungan Penyandang Cacat adalah upaya penghormatan dan
pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat yang meliputi
kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaan
peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

Kesamaan kesempatan adalah peluang yang di berikan kepada penyandang
cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang di sediakan bagi penyandang cacat
guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum,
lingkungan dan transportasi umum.

Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan
dan lingkungan luar bangunannya, baik yang di miliki pemerintah,
pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain
sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan,dikunjungi dan digunakan oleh
masyarakat umum, termasuk penyandang cacat.

Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan
terpadu melalui tindakan medik agar penyandang cacat dapat mencapai
kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.

Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh
dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang cacat dapat
mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya.

Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan
terpadu, agar penyandang cacat dapat memiliki keterampilan kerja sesuai
dengan bakat,minat dan kemampuannya.

Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu
melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang cacat dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat
yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.



21. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial
materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan
ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk
mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial
yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan
menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.

22. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan
pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat
mewujudkan taraf hidup yang wajar.

23. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak,
milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta
maupun milik Negara.

24. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan
promosi tenaga kerja yang di lakukan dalam rangka proses antar kerja untuk
mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam
maupun luar negeri.

25. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap
kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan
persyaratan jabatan tertentu,yang pelaksanaannya lebih mengutamakan
praktek daripada teori.

26. Tenaga Kerja Penyandang cacat adalah tenaga kerja yang mempunyai
kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara
selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk
melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

27. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD).

28. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan; persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dari huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteran Sosial
Penyandang cacat berasaskan keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan
keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, ilmu pengetahuan dan
teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang
cacat bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang
cacat dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak,
kewajiban dan peran penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan



BAB 111
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

a.

Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan
kesejahteraan penyandang cacat secara sistematis, komprehensif, konsisten
dan implementatif;

Menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan
perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta,
dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya
perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada
penyandang cacat;

Mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam
melakukan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial
penyandang cacat;

Membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang cacat;
Melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan
pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

BAB 1V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap Penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam
segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 6

Setiap penyandang cacat berhak memperoleh:
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Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;

Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat
kecacatan, pendidikan dan kemampuannya;

Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati
hasil-hasilnya;

Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;

Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
Pelayanan kesehatan;

Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan
kehidupan sosialnya.

Pasal 7
Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan
jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.



